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ABSTRAK

PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGGARAN BANTUAN
SOSIAL, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI SE-SUMATERA TAHUN
2018-2022

Oleh
Adji Ansyori

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang terus dihadapi oleh negara
berkembang, termasuk Indonesia. Di antara berbagai faktor yang memengaruhi
tingkat kemiskinan, pendidikan, bantuan sosial, dan pengangguran terbuka menjadi
aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Anggaran Bantuan Sosial
(BS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Persentase Penduduk
Miskin (PM) di provinsi-provinsi se-Sumatera pada periode 2018-2022. Metode
yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model
(REM) menggunakan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Anggaran Bantuan Sosial (BS)
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan.
Variabel BS tidak menunjukan pengaruh yang signifikan. Temuan ini
mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pendidikan serta penyaluran
bantuan sosial yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Bantuan Sosial, Pengangguran, Data Panel



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF AVERAGE YEARS OF SCHOOLING, SOCIAL
ASSISTANCE BUDGET, AND OPEN UNEMPLOYMENT RATE ON
THE POVERTY RATE IN PROVINCES OF SUMATRA, 2018-2022
By

Adji Ansyori

Poverty remains a persistent issue in developing countries, including Indonesia.
Among the various factors influencing poverty levels, education, social assistance,
and open unemployment are crucial aspects that warrant further examination. This
study aims to analyze the influence of Average Years of Schooling (AYS), Social
Assistance Budget (SAB), and Open Unemployment Rate (OUR) on the Poverty
Rate (PR) across provinces in Sumatra during the 2018-2022 period. The method
used is panel data regression with the Random Effect Model (REM), based on
secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of
Finance. The results show that Average Years of Schooling (AYS) has a negative
and significant effect on poverty. Conversely, the Open Unemployment Rate (OUR)
has a positive and significant effect. However, the Social Assistance Budget (SAB)
does not show a significant effect. These findings suggest the need to improve
education quality and ensure that social assistance programs are more accurately
targeted to effectively reduce poverty levels.

Keywords: Poverty, Education, Social Assistance, Unemployment, Panel Data.
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l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan yang makmur merupakan keinginan yang diimpikan oleh setiap orang,
tanpa perlu khawatir dan merupakan keinginan setiap manusia, akan tetapi tidak semua
orang dapat merasakan kesejahteraan hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu
negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan mengentaskan
kemiskinan Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran
masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan
pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan.
Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan
ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat
keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat utama bagi pengurangan tingkat
kemiskinan (E. Susanto et al., 2018).

Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada
dalam kehidupan Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan
masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi agenda setiap
tahunnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh
manusia. Masalah kemiskinan itu sama mereka sehari-hari, karena mereka itu
merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan.
penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, penduduk miskin mempunyai sumber
daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah, adanya perbedaan kualitas
sumber daya manusia. Kualitas yang rendah berarti produktifitas menjadi rendah
sehingga berpengaruh kepada upah yang diterima, dan adanya perbedaan akses dalam
modal (Suripto & Subayil, 2020).

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat
tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Badan Pusat Statistk (BPS) Indonesia
mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang



dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan

minimal atau layak bagi kehidupannya (Fithri & Kaluge, 2017).

Kemiskinan juga telah membatasi hak rakyat untuk (1) Memperoleh pekerjaan yang
layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3)
Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas
kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk
memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses
atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak
rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat untuk menjalankan spiritual dengan
Tuhannya; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola

pemerintahan dengan baik (kemendesa, 2007).

Menurut Bank Dunia dalam Wijayanto (2010), salah satu sebab kemiskinan yaitu
karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti:
makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima.
Kemiskinan bisa juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya
mereka yang dikategorikan miskin 3 tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan
dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan
tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan,
kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan
masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya dilakukan lintas sektor, lintas

pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Wijayanto, 2010).

SDGs atau Sustainable Development Goals adalah kumpulan 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun
2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi
planet kita, dan memastikan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua orang di dunia
(Sampedro, 2021).



Salah satu dari 17 tujuan SDGs adalah "Tujuan 1: Tidak ada Kemiskinan", yang
bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem di seluruh dunia pada tahun 2030
dengan mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan ini
bertujuan untuk menciptakan akses yang setara bagi semua orang terhadap sumber
daya dan layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, sanitasi, dan

pekerjaan yang layak (Ansori, 2018).

Salah satu target SDGs adalah mengentaskan kemiskinan secara global. Tujuan ini
dirumuskan pada target ke-1 yaitu "Tidak ada yang tertinggal: Mengakhiri kemiskinan

dalam segala bentuk di seluruh dunia”. Target ini memiliki beberapa indikator, seperti:

1. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

2. Meningkatkan perlindungan sosial bagi mereka yang berisiko terkena
kemiskinan.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan ekonomi bagi mereka yang

hidup dalam kemiskinan.

Untuk mencapai target ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak baik dari
pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan juga organisasi internasional.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akses
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mendorong pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan dan inklusif (Mclnnes, 2018).
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Gambar 1.1 : Grafik Diagram batang persen penduduk miskin

Pada gambar 1.1 diatas menunjukan bahwa selama 5 tahun terakhir mengalami
fluktuasi tentang persen penduduk miskin yang mana selama 5 tahun kebelakang angka
tertinggi adalah pada tahun 2020 yang mana jumlah penduduk miskin mencapai
10,19% melonjaknya angka kemiskinan dikarnakan pandemic covid 19 yang mana
mebuat ekonomi nasional terpuruk karena terbatasnya kegiatan ekonomi yang
menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat drastis yang awalnya setiap tahun
mengalami penurunan pada tahun 2018 ke 2019 namun meningkat tajam di 2020, pada
awalnya ditahun 2019 angka penduduk miskin menurut persen hanya 9,22% namun

meningkat menjadi 10,19%.

Namun seperti yang kita lihat pada grafik diatas bahwa pasca pandemic ekonomi
nasional perlahan membaik dan begitu pula dengan pengurangan populasi penduduk
miskin yang berangsur dari tahun 2020 sampai 2022 membaik dan dan mengalami
penurunan dalam persen penduduk miskin yang tadinya tahun 2020 mencapai 10,19%
namun pada tahun 2021 menurun ke angka 9,71% dan kemudian menurun lagi ditahun

2022 menjadi 9,57%, melihat turunnya jumlah persen penduduk miskin tentunya pasti



diiringi dengan pemulihan ekonomi yang membaik dengan bergeraknya Kembali

kegiatan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan (Bps, 2023).

Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam
instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan.
Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan
mengurangi kemiskinan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi
kemiskinan baik di negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik
secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum,
maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang
dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan
meningkatkan pendapatan mereka. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan
seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan
yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai
investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana
pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain
kesehatan dan ekonomi (R. Susanto & Pangesti, 2019).

Menurut World Bank, lama pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan
peningkatan penghasilan individu dan mengurangi tingkat kemiskinan. Orang-orang
yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pekerjaan yang
lebih baik, memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan mampu menghindari
kemiskinan. Lama pendidikan yang lebih lama dapat mengurangi risiko kemiskinan.
Dalam sebuah studi, World Bank menemukan bahwa setiap tahun tambahan dalam
lama pendidikan seseorang dapat mengurangi risiko kemiskinan sebesar 9% pada

negara-negara berkembang (Bank, 2019).

Rata-rata lama sekolah yang lebih lama juga dapat meningkatkan pendapatan
seseorang. Menurut BPS, pendapatan rata-rata orang yang berpendidikan S1 lebih
tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata orang yang hanya berpendidikan



SMA atau di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama seseorang
bersekolah, semakin tinggi kemungkinan mereka memiliki penghasilan yang lebih

tinggi dan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan (L. S. Rakasiwi, 2021).
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Gambar 1.2 : Rata-rata Lama Sekolah Indonesia tahun 2010-2020

Dari data gambar diatas dapat dilihat bahwa rata rata lama Pendidikan di Indonesia dari
tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang mana terlihat bahwa dalam 12 tahun
terakhir dari tahun 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan yang mana dari
rata-rata lama sekolah yaitu 7,46 pada tahun 2010 dan terus meningkat hingga 8,69
pada tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa Pendidikan di Indonesia terus mengalami
perkembangan dilihat dari rata-rata lama sekolah walaupun jika di perhatikan sangat

kecil sekali perkembangannya.

Kemudian melihat dari data yang disajikan oleh bps dapat kita simpulkan bahwa rata-
rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Indonesia yaitu 8,69 tahun yang mana
artinya, secara rata-rata, penduduk Indonesia telah menyelesaikan pendidikan hingga

tingkat SMP atau setara.



Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal
ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan
yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi
pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja
semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan
penawaran tenaga kerja asing yang lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.
pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang
secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak

dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Suripto & Subayil, 2020).

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.
Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat
pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Pengangguran akan
menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan
mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat

kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Putut et al., 2021).

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah
sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai
pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka
tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah

(kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yacoub, 2012)

Pengangguran terbuka adalah keadaan dimana seseorang yang mencari pekerjaan tidak
dapat memperoleh pekerjaan tersebut atau jumlah angkatan kerja yang mencari
pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan. Hal ini dinyatakan oleh beberapa
ahli seperti Samuelson dan Nordhaus serta Todaro. Namun, ada juga yang mengartikan
pengangguran terbuka sebagai jumlah angkatan kerja yang secara aktif mencari
pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi



tingkat pengangguran terbuka antara lain adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial
(Todaro & Smith, 2015, Samuelson & Nordhaus 1998).
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Gambar 1.3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia tahun 2010-2022

Pada gambar yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka
terus mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan namun jika diperhatikan tinkat
pengangguran terbuka secara perlahan mengalami penurunan walaupun tidak secara
drastis, dari tahun 2010 sampai sampai 2022 tingkat pengangguran tertinggi yaitu pada
tahun 2011 yang mana mencapai 7,48% namun ditahun berikutnya mengalami
penurunan yang cukup drastis yaitu mencapai 6,13% yang mana pada tahun tahun

berikutnya fluktuasi naik turunnya tingkat penganguran cukup stabil.

Namun Ketika tingkat pengangguran terbuka paling rendah yaitu pada tahun 2019 di
angka 5,23% pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup parah pada tahun
2020 hingga diangka 7,07% yang mana hal ini disebabkan oleh adanya pandemic covid
19 yang menyebabkan phk masal sehingga melonjaknya tangkat pengangguran

terbuka.



Saat ini perekonomian nasional menunjukan trend yang fluktuatif yang mana karna
pengaruh pandemic Covid-19 pertumbuhannya sempat mengalami penurunan yang
mana pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan tiap tahunnya secara
bertahap. Namun, perekonomian nasional sekarang sedang mengalami pemulihan

pasca meredanya pandemic dan berangsur angsur membaik.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban terhadap
persoalan kesejahteraan, akan tetapi tetap menjadi syarat keharusan dan kecukupan
untuk mengurangi kemiskinan. Pengalaman dari beberapa Negara lain, pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang tinggi terkadang masih meninggalkan beberapa
permasalahan, yang mana diantaranya jumlah penduduk miskin yang relatif besar.
Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk
miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut
Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan bagian
dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya
perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah
dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas
umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan,
perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
(Wahyudi, 2020).

Anggaran bantuan sosial merupakan alokasi dana dari pemerintah atau lembaga
lainnya yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, dan kesehatan. Tujuan dari
anggaran bantuan sosial adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan
mengurangi tingkat kemiskinan. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang
tunai, makanan, bahan bakar, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Anggaran
bantuan sosial umumnya diprogramkan oleh pemerintah dalam rangkaian kebijakan
sosial dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat
(Mukhtaromin, 2024).
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mengetahui seberapa besar pengaruh lama pendidikan, Anggaran Bantuan

Sosial, dan Tingkat pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan maka peneliti tertarik

menganalisis masalah ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ilmiah

mengingat bahwa sumatera adalah pulau dengan populasi penduduk terpadat kedua

setelah pulau jawa, semestinya memiliki potensi dengan kesejahteraan masyarakatnya

baik dibidang Pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun, ironinya

adalah bahwa tingkat kemiskinan dipulau sumatera sangat tinggi dan bahkan banyak

dari masyarakatnya yang berada dibawah garis kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1.

Bagaimanakah rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?

Bagaimanakah anggaran bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?

Bagaimanakah tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?

Bagaimanakah rata-rata lama sekolah, anggaran bantuan sosial, serta tingkat
pengangguran terbuka memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi
se-Sumatera tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar tingkat rata-rata lama
sekolah memberikan pengaruh terhadap persentase penduduk miskin.

Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar tingkat anggaran bantuan
sosial memberikan pengaruh terhadap persentase penduduk miskin.

Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar tingkat pengangguran
terbuka memberikan pengaruh terhadap jumlah persentase penduduk miskin.
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4. Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar rata-rata lama sekolah,
pengeluaran pemerintah, serta tingkat pengangguran memberikan pengaruh

terhadap persentase penduduk miskin.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini, maka diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai bagaimana
pengaruh lama pendidikan, anggaran bantuan sosial, dan tingkat
pengangguran terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

2. Secara Praktis, sebagai tambahan referensi bagi peneliti sendiri untuk
memperoleh gambaran karakteristik pendidikan, anggaran bantuan sosial,
pengangguran, dan Jumlah persentase penduduk miskin serta melihat
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
dalam penelitian ini. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintahan yang
terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga
dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih untuk

mengatasi masalah kemiskinan.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Konsep Dasar Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) kemiskinan adalah kondisi atau keadaan
seseorang atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan atau
poverty line, yaitu suatu nilai atau batas pengeluaran minimal yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jika pengeluaran seseorang atau rumah tangga di

bawah garis kemiskinan, maka mereka dianggap sebagai miskin (Bps, 2021).

Kemiskinan merupakan permasalahan sentral dalam pembangunan nasional.
Kemiskinan mempunyai tipologi yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang
yang berbeda-beda. Padahal, permasalahan kemiskinan bukan sekedar permasalahan
ekonomi saja, namun juga merupakan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan
politik. Karena pengertian kemiskinan bersifat relatif, maka kemiskinan dipahami dan
dikategorikan sebagai kemiskinan yang berdimensi ekonomi, yaitu kemiskinan absolut
dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mempunyai dimensi sosiokultural yang disebut
kemiskinan budaya, dan kemiskinan mempunyai dimensi struktural yang disebut
kemiskinan struktural. Perjuangan melawan kemiskinan tidak selalu mempunyai
dimensi ekonomi. Peran, fungsi struktural, kapasitas sistem politik, dan pendekatan
partisipatif dibahas di bawah ini. Yang penting adalah bagaimana pemangku

kepentingan memandang fungsi dan perannya masing-masing (Lubis, 2010).

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses
yang memadai terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, serta tidak dapat memenuhi
kebutuhan non-dasar yang lainnya. Definisi ini juga mencakup dimensi

multidimensional dari kemiskinan, sehingga mencakup tidak hanya aspek finansial
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tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan (Ardi Adji Taufik Hidayat Hendratno

Tuhiman Sandra Kurniawati Achmad Maulana, 2020).

Amartya Sen menggambarkan kemiskinan sebagai kekurangan kebebasan untuk hidup
sesuai dengan kemampuan individu dan akses terhadap sumber daya dasar seperti
makanan, perawatan kesehatan, air bersih, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Pendekatan kebebasan Amartya Sen menempatkan individu di pusat analisis
kemiskinan dan menekankan pentingnya menganalisis kemiskinan dari perspektif
kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Menurut Amartya
Sen, kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan rendah tetapi juga tentang kurangnya
kesempatan dan kebebasan yang menghalangi akses seseorang terhadap sumber daya
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, upaya
untuk mengurangi kemiskinan harus difokuskan pada peningkatan akses sumber daya
dan kesempatan individu untuk mencapai potensi penuh mereka (Sen, 1999).

Menurut pandangan Keynes, subsidi atau belanja sosial dari pemerintah berperan besar
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut mampu memperkuat
daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga konsumsi
masyarakat secara keseluruhan ikut naik. Peningkatan konsumsi inilah yang akan
memperbesar permintaan efektif, lalu mendorong aktivitas produksi dan membuka
lapangan kerja baru. Saat kesempatan kerja bertambah dan pendapatan masyarakat
meningkat, tingkat kemiskinan pun dapat berkurang. Dengan demikian, subsidi
pemerintah tidak hanya sekadar alat untuk membagi ulang pendapatan, tetapi juga
menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi serta pengurangan ketimpangan sosial
(Multiplier, 1936).

Pengurangan kemiskinan dalam konteks ini mengacu pada pendekatan yang lebih luas,
yaitu pengurangan kemiskinan secara umum. Hal ini berarti bahwa kemiskinan yang
dibahas tidak terbatas pada aspek pendapatan semata, tetapi mencakup dimensi-
dimensi lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi tersebut
meliputi akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan masyarakat yang
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memadai, ketersediaan air bersih, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Dengan
pendekatan pengurangan kemiskinan yang bersifat multidimensi ini, kita dapat
merumuskan langkah-langkah strategis dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang diusulkan oleh Panel
Tingkat Tinggi PBB. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk mengentaskan
kemiskinan secara menyeluruh, diperlukan perhatian pada berbagai aspek yang saling

terkait dalam kehidupan masyarakat (Liu et al., 2015).
2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan absolut: jenis kemiskinan yang paling umum dikenal, di mana
seseorang atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak
(Muliza, 2022).

b. Kemiskinan relatif: jenis kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki
sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih
hidup di bawah garis kemiskinan relatif dalam suatu masyarakat (Kurnianingsih,
2012).

c. Kemiskinan siklis: jenis kemiskinan di mana kemiskinan terus-menerus terjadi
dalam suatu keluarga atau komunitas, dan cenderung diturunkan dari generasi ke
generasi (Susilowati, 2016).

d. Kemiskinan struktural: jenis kemiskinan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan
sistemik dalam masyarakat, seperti diskriminasi rasial atau gender, atau

ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi (Pratiwi et al., 2022).

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan pusat statistik (2023) untuk mengukur kemiskinan menggunakan
konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini
terkait dengan Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia.
Dalam pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-gizi yang diukur dari sisi pengeluaran.
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Penduduk tergolong miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya
berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang
digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk

miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line).

=ty [

Rumus Penghitungan :

Dimana :
a =0
z = garis kemiskinan.
yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis
kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), i<z
g = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n = jumlah penduduk.

Kemudian ada indikator lain yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah salah
satu metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk
mengukur kemiskinan. P1 mengukur rata-rata jarak antara pendapatan orang atau

keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan itu sendiri.

P1 dihitung dengan menghitung rata-rata selisih antara pengeluaran rumah tangga yang
hidup di bawah garis kemiskinan dan garis kemiskinan itu sendiri, kemudian hasilnya
dikuadratkan. Semakin besar nilai P1, semakin dalam kemiskinan yang dialami oleh

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dapat digunakan untuk memperoleh informasi

yang lebih detail mengenai tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dan juga
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dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan, selain mengurangi angka kemiskinan, penting juga
untuk memperhatikan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Karena itu,
P1 menjadi salah satu indikator yang penting untuk dipertimbangkan dalam

perencanaan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

q
P = %Z [Z_Zyi]a
i=1

Rumus Penghitungan :

Dimana :

a=1

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis
kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), i<z

g = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Kemudian ada juga indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang merupakan
salah satu metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk
mengukur kemiskinan. Indeks ini mengukur seberapa parah kemiskinan yang dialami

oleh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

P2 dihitung dengan menghitung rata-rata kuadrat perbedaan antara pengeluaran rumah
tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan itu sendiri.
Semakin besar nilai P2, semakin parah kemiskinan yang dialami oleh penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan.
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Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dapat digunakan untuk memperoleh informasi
yang lebih detail mengenai tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dan juga
dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan, selain mengurangi angka kemiskinan, penting juga
untuk memperhatikan seberapa parah kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Karena
itu, P2 menjadi salah satu indikator yang penting untuk dipertimbangkan dalam

perencanaan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai

indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

q
ey )
i=1

Rumus Penghitungan :

Dimana :

o =2

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis
kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), i<z

g = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan sering digunakan garis kemiskinan (poverty line)
Garis Kemiskinan atau Poverty Line menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
adalah batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang atau rumah tangga
dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan digunakan

sebagai tolak ukur dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah atau populasi.
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BPS menghitung garis kemiskinan menggunakan pengeluaran minimum hidup layak
(PMHL) yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar makanan, pakaian, perumahan,
kesehatan, dan pendidikan. PMHL dihitung berdasarkan data pengeluaran rumah

tangga di seluruh Indonesia dan diperbarui setiap tahun.

Untuk menghitung persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk miskin
(PO) = (Jumlah Penduduk Miskin / Total Penduduk) x 100%. Penduduk miskin adalah
mereja yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah ambang batas

garis kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 502.730 per kapita
per bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 464.474 per kapita per bulan untuk daerah
perdesaan. Artinya, jika pengeluaran seseorang atau rumah tangga di bawah garis
kemiskinan tersebut, maka orang atau rumah tangga tersebut dianggap miskin (Bps,
2023).

2.2 Pendidikan

Menurut UUD (Undang-Undang Dasar) Indonesia memberikan dasar hukum bagi
sistem pendidikan di Indonesia. Dalam UUD, pendidikan diatur dalam Pasal 31 yang
mengatur tentang hak dan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Pasal 31
ayat 1 UUD menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa negara harus memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka mencapai kemajuan yang adil dan Makmur (Jusnita nina,
2017).

Selain Pasal 31, UUD juga mengatur tentang pendidikan dalam Pasal 32, yang
menyatakan bahwa negara mengatur dan mengelola sistem pendidikan nasional secara
terpadu dan merata serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem pendidikan di
Indonesia sendiri diatur oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang menetapkan tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta
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didik, serta peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam meningkatkan mutu

pendidikan.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal (taman
kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi),
nonformal, dan informal. Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum dan standar
kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Pemerintah juga berperan
dalam memberikan akses pendidikan yang merata, memfasilitasi penyediaan sarana
dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik
lainnya (Soedibyo, 2003).

Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) menekankan pentingnya pengetahuan
dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam hal ini,
pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang
mampu menghasilkan, mengembangkan, dan memanfaatkan pengetahuan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi (Kliwan, 2006).

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
memberikan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan
dan menerapkan inovasi. Pendidikan juga dapat memberikan peluang bagi individu
untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan dalam era

ekonomi global saat ini (Ambarwati et al., 2022).

Selain itu, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan
pendidikan yang kondusif bagi pengembangan pengetahuan dan inovasi. Hal ini dapat
dicapai dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan, meningkatkan
kualitas pendidikan, dan mempromosikan penelitian dan pengembangan di lembaga
Pendidikan (llham et al., 2023).

Dalam konteks teori pertumbuhan baru, pendidikan juga dapat berperan dalam
mengembangkan kapasitas untuk memahami dan menerapkan pengetahuan teknologi.

Dalam hal ini, kurikulum pendidikan dapat diarahkan untuk memberikan penekanan
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pada keterampilan teknologi yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan (Asngari, 2019).

Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan sumber
daya manusia yang diperlukan untuk menciptakan dan menerapkan inovasi dalam
ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan harus dianggap sebagai salah satu elemen kunci
dalam strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Teori Human Capital adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa pendidikan dan
pelatihan merupakan suatu investasi dalam sumber daya manusia, yang dapat
meningkatkan produktivitas dan menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang.
Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom Theodore W. Schultz pada tahun
1960 dalam artikelnya yang berjudul "Investment in Human Capital” (Nurkholis,
2016).

Menurut teori Human Capital, pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan
kemampuan dan keterampilan individu, sehingga mereka menjadi lebih produktif dan
mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, investasi dalam
sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Atmanti, 2005).

Teori Human Capital juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang sama
ke pendidikan dan pelatihan, individu dari latar belakang yang kurang mampu akan
memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
mereka (Subroto, 2014).

Selain itu, teori Human Capital juga menganggap bahwa investasi dalam sumber daya
manusia dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu. Dalam hal ini,
pendidikan dan pelatihan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan
pendapatan, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan
hidup individu (Aksari, 2024).
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Teori Human Capital terus berkembang pesat dan diperkaya oleh banyak ahli ekonomi.
Beberapa di antaranya adalah Theodore Breton Rocha, David Finegold, serta Richard
Freeman. Theodore Breton Rocha mengajukan pendekatan baru dalam pengukuran
modal manusia dengan memasukkan variabel seperti keterampilan teknologi informasi
atau bahasa asing sebagai bagian dari investasi pada pendidikan dan pelatihan. David
Finegold menyoroti pentingnya sistem pendidikan yang berfokus pada keterampilan
teknis dan sosial untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam era globalisasi.
Sementara itu, Richard Freeman mengembangkan konsep pembelajaran seumur hidup
(lifelong learning) sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas
sosial individu (Ross, 2023) (Soemantri, 2017) (Breton, 2018).

Dalam praktiknya, teori Human Capital telah memberikan kontribusi besar dalam
membentuk kebijakan pendidikan dan pelatihan di banyak negara. Sebagai contoh,
program pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh pemerintah dapat dianggap
sebagai investasi dalam sumber daya manusia, yang dapat meningkatkan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Indikator keadaan pendidikan penduduk dapat diukur dengan berbagai cara, antara

lain:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS): APS mengukur jumlah siswa yang terdaftar di
sebuah jenjang pendidikan tertentu dalam suatu wilayah dibandingkan dengan
jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang tersebut di wilayah yang
sama. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kesempatan penduduk untuk
mengakses pendidikan.

2. Angka Melek Huruf (AMH): AMH mengukur persentase penduduk yang mampu
membaca dan menulis dalam bahasa tertentu, baik itu bahasa Indonesia atau
bahasa daerah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar tingkat literasi
penduduk.

3. Tingkat Partisipasi Pendidikan Nonformal: Indikator ini mengukur persentase
penduduk yang terlibat dalam kegiatan pendidikan nonformal, seperti kursus,
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pelatihan, dan program pengembangan keterampilan. Indikator ini dapat
memberikan gambaran seberapa besar minat penduduk untuk terus belajar dan
mengembangkan keterampilan mereka.

4. Tingkat Pendidikan dan Kualifikasi: Indikator ini mengukur tingkat pendidikan
tertinggi yang dicapai oleh penduduk, serta kualifikasi atau sertifikasi yang
mereka miliki. Indikator ini dapat memberikan gambaran seberapa besar
keterampilan dan kemampuan penduduk dalam memasuki dunia kerja.

5. Pengeluaran Pendidikan: Indikator ini mengukur jumlah pengeluaran yang
dihabiskan oleh individu, keluarga, atau pemerintah untuk pendidikan, baik itu
dalam bentuk biaya sekolah, buku, atau kegiatan pendidikan lainnya. Indikator
ini dapat memberikan gambaran seberapa besar prioritas pendidikan dalam

anggaran individu atau negara.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, Kita dapat memperoleh gambaran
yang lebih jelas mengenai keadaan pendidikan penduduk di suatu wilayah atau negara.
Dalam hal ini, penggunaan beberapa indikator tersebut secara bersama-sama dapat
memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai keadaan pendidikan
penduduk (Faradiba & Nomleni, 2024).

2.3 Pengeluaran Pemerintah
2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan
perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah dapat terdiri dari berbagai macam pos,
termasuk belanja modal (pembangunan infrastruktur), belanja operasional (gaji
pegawai, pemeliharaan gedung, dsb), dan transfer pembayaran (bantuan keuangan

untuk kelompok masyarakat tertentu, subsidi harga, dsb) (Faradiba & Nomleni, 2024).

Pengeluaran pemerintah biasanya dibiayai melalui penerimaan pajak, penerimaan non-

pajak, dan penerimaan hibah dari lembaga dalam maupun luar negeri. Tujuan utama
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dari pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengembangkan perekonomian negara (Dirjen Anggaran, 2017).

Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam menstimulasi
pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi di mana ekonomi mengalami resesi atau
perlambatan. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan
agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dukungan bagi
sektor-sektor tertentu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

2.3.2 Jenis pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya.

Beberapa jenis pengeluaran pemerintah yang umum adalah sebagai berikut:

a. Belanjamodal (capital expenditure): Pengeluaran untuk investasi jangka panjang
dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan,
bandara, gedung-gedung pemerintah, dan fasilitas lainnya. Belanja modal ini
bertujuan untuk memperluas kapasitas perekonomian dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.

b. Belanja operasional (operating expenditure): Pengeluaran rutin untuk
menjalankan operasi pemerintah, seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor,
transportasi, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan publik. Belanja operasional
ini bertujuan untuk mendukung aktivitas pemerintah dan menjalankan program-
program pemerintah.

c. Transfer pembayaran (transfer payments): Pengeluaran untuk memberikan
bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti bantuan sosial,
tunjangan pensiun, subsidi harga, dan dana bantuan untuk proyek-proyek khusus.
Transfer pembayaran ini bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang
membutuhkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

d. Pembayaran bunga dan utang (debt servicing): Pengeluaran untuk membayar

bunga dan utang pemerintah yang telah diambil dari pinjaman atau obligasi.
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Pembayaran bunga dan utang ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas
pemerintah dan memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah.

e. Belanja non-rutin (non-routine expenditure): Pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi situasi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana
alam, pandemi, atau konflik. Belanja non-rutin ini bertujuan untuk memberikan
bantuan dan dukungan kepada masyarakat dan memulihkan kondisi ekonomi

negara (Kemetrian Keuangan, 2011).

2.3.3 Anggaran Bantuan Sosial

Program bantuan tunai telah menjadi salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan
yang populer secara global sejak diperkenalkannya Program Progresa di Meksiko pada
tahun 1998. Popularitas ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan
bahwa program bantuan tunai efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan,
mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan akses dan capaian pendidikan,
serta memperbaiki status kesehatan masyarakat miskin (Muamil, 2021).

Anggaran bantuan sosial dapat menjadi bagian dari pengeluaran pemerintah dalam
bentuk transfer pembayaran kepada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan
bantuan, seperti program bantuan sosial untuk masyarakat miskin atau terdampak
pandemi COVID-19. Bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan

sosial dan mengurangi ketimpangan sosial (Mandasari et al., 2022).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai
program dan insentif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus
pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan adalah Program Bantuan
Tunai Bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) (Apriliana
Sukmawati et al., 2022).

Pengalokasian anggaran bantuan sosial dapat menjadi perhatian penting dalam
perencanaan anggaran pemerintah karena dapat membantu mengurangi kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting juga untuk memastikan
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bahwa program bantuan sosial efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga bantuan
tersebut dapat benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan

(kemetrian keuangan, 2011).

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat
untuk mengidentifikasi dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan
bantuan sosial, serta memastikan bahwa dana bantuan sosial yang dialokasikan dapat
tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan dan evaluasi yang ketat juga
diperlukan untuk memastikan keberhasilan program bantuan sosial dan memperbaiki

kekurangan dalam pelaksanaannya (Kementrian Keuangan, 2020).

2.4 Pengangguran
2.4.1 Pengertian pengangguran

Menurut Keynes (1936), pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang
ditawarkan lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Keynes memandang pengangguran sebagai masalah yang terjadi karena

kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa (Faisah, 2013).

Menurut Pigou (1933), pengangguran terjadi ketika tingkat upah yang diterima oleh
tenaga kerja lebih tinggi daripada tingkat upah pasar. Pigou mengatakan bahwa
pengangguran dapat diatasi dengan menurunkan upah atau dengan meningkatkan

permintaan atas barang dan jasa (Yanti et al., 2020).

Menurut Friedman (1968), pengangguran terjadi ketika ada ketidakcocokan antara
keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Friedman mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi pengangguran
adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja agar mereka
memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar (Nabila & Rozaini, 2022).
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2.4.2 Jenis-jenis pengangguran

Berikut ini adalah beberapa jenis pengangguran yang umum dikenal:

1. Pengangguran friksional: Pengangguran ini terjadi ketika seseorang mencari
pekerjaan baru atau pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya.
Pengangguran friksional merupakan hal yang normal dan wajar terjadi dalam
suatu perekonomian.

2. Pengangguran struktural: Pengangguran struktural terjadi ketika tuntutan pasar
kerja berubah dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak lagi sesuai
dengan kebutuhan pasar. Ini dapat disebabkan oleh perubahan teknologi,
pergeseran tren industri, atau perubahan struktur ekonomi suatu negara.

3. Pengangguran siklikal: Pengangguran siklikal terjadi karena adanya fluktuasi
dalam siklus bisnis, seperti resesi atau depresi. Ini dapat disebabkan oleh
berkurangnya permintaan konsumen, ketidakstabilan politik, atau perubahan
dalam kebijakan moneter.

4. Pengangguran musiman: Pengangguran musiman terjadi ketika sebagian besar
pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu dalam satu tahun. Contohnya,
pekerjaan di sektor pariwisata, pertanian, atau kehutanan.

5. Pengangguran terselubung: Pengangguran terselubung terjadi ketika orang yang
ingin bekerja, tetapi tidak tercatat sebagai pengangguran dalam data statistik
resmi karena mereka tidak mencari pekerjaan secara aktif atau tidak terdaftar di

lembaga pencari kerja.

Semua jenis pengangguran di atas dapat memiliki dampak yang berbeda pada
perekonomian dan memerlukan penanganan yang berbeda pula dari pemerintah
atau lembaga yang terkait (Sejati, 2020) (E. G. Rakasiwi, 2019).
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2.4.3 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengertian tingkat pengangguran terbuka atau open unemployment rate adalah
persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari
pekerjaan secara aktif (Marini & Putri, 2020).

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membagi jumlah orang yang
tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja.
Angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk bekerja, baik
yang sudah memiliki pekerjaan atau yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang

mencari pekerjaan (Tumilar et al., 2022).

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah penganggur dibandingkan
dengan total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia 15 tahun keatas
yang bekerja maupun mencari kerja, sedangkan penganggur adalah mereka yang belum
bekerja namun aktif mencari pekerjaan atau siap untuk bekerja. Perhitungan
menggunakan rumus TPT = (jumlah penganggur + jumlah angkatan kerja) x 100%
(Ardian et al., 2022).

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dapat menjadi sinyal adanya masalah di
perekonomian suatu negara, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, ketidakcocokan
antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja, atau ketidakstabilan politik.
Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka yang rendah dapat menunjukkan keadaan
yang lebih stabil dan sehat dalam perekonomian (Biro Analisa Anggaran dan
Pelaksanaan APBN, 2014).

David Ricardo (1821) menyatakan bahwa pengangguran terbuka terjadi ketika upah
pekerja lebih tinggi daripada tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar
hidup. Namun John Maynard Keynes (1936) mengatakan bahwa pengangguran terbuka
dapat terjadi karena kurangnya permintaan agregat di pasar kerja. Milton Friedman
(1968) menyatakan bahwa pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh kebijakan

pemerintah yang salah dalam mengatur pasar kerja. Gary Becker (1975) mengatakan
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bahwa pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan
pendidikan pekerja, yang membuat mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
(Wardiansyah et al., 2017).

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mepelajari beberapa
penelitian yang berkaitan dan relevan dengan topik yang telah ditulis oleh peneliti

sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut ditulis dalam table ringkasan berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Peneliti Alat Analisis Hasil Penelitian
Investasi Modal Novi yanti, Analisis Data Hasil  penelitian
Manusia Bidang Nurtati, Penelitian mengungkap
Pendidikan: Dampak Misharni Menggunakan bahwa  terdapat
Pengangguran dan (2020) Resresi Data Panel pengaruh  negatif
Pertumbuhan Ekonomi antara

pengangguran

dengan investasi
modal manusia dan

pengaruh  positif

terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Analisis Pengaruh Muhammad  Penelitian ini Hasil  penelitian
Ketimpangan Ilham Wali, menggunakana menunjukkan
Pendapatan, Arvina Ratih model asumsi bahwa  variabel
Pertumbuhan Ekonomi,  Yulihar klasik dengan data ketimpangan
dan Tingkat Taher, Heru panel dari tahun pendapatan
Wahyudi, 2016-2020 di 10 pertumbuhan

Asih provinsi di ekonomi dan
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Judul Penelitian Peneliti Alat Analisis Hasil Penelitian
Pengangguran Terbuka  Murwiati Sumatera tingkat
Terhadap Keparahan (2022) menggunakan pengangguran
Kemiskinan model FEM (Fixed terbuka
Effect Model). berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap
keparahan
kemiskinan di
Provinsi se-
Sumatera.
Pengaruh inflasi dan Edyson Penelitian ini  Pendidikan
pendidikan terhadap Susanto, Eny menggunakan data berpengaruh
pengangguran dan Rochaida, sekunder dengan langsung terhadap
kemiskinan Yana Ulfah  Analisis Jalur Pengangguran  di
(2018) Kota Samarinda,

meningkatnya
penduduk  yang
tamat SMA dari
tahun ke tahun
namun lapangan
pekerjaan semakin
sulit di  peroleh
sehingga penduduk
yang mempunyai
tingkat pendidikan
SMA

semakin bersaing

sederajat

ketat dalam
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Judul Penelitian Peneliti Alat Analisis Hasil Penelitian
memperoleh
pekerjaan

Poverty reduction within LIU  Qian- Artikel ini  Artikel ini
the framework of SDGs  Qian, YU mengkaji tujuan menyimpulkan
and Post-2015 Man, WANG pengurangan bahwa pemerintah
Development Agenda Xiao-Lin kemiskinan dalam China harus
kerangka Agenda memberikan
Pembangunan prioritas tertinggi
Pasca-2015  dan untuk mengakhiri
Tujuan kemiskinan  dan
Pembangunan kesenjangan,
Berkelanjutan karena
(SDG) pengurangan
kemiskinan
merupakan
kekuatan lunak
China
Pengaruh Tingkat Suripto, Model analisis Hasil dalam
Pendidikan, Subayil yang  digunakan penelitian dengan
Pengangguran, (2020) dalam  penelitian tingkat signifikansi
Pertumbuhan Ekonomi ini untuk 5% menunjukkan

Dan Indeks

Pembangunan Manusia

Terhadap Kemiskinan

Di D.l.Yogyakarta
Priode 2010-2017

mengestimasi

model regresi data

panel adalah
dengan
menggunakan

model efek tetap

bahwa (1) Variabel
Tingkat
Pendidikan

berpengaruh

tidak

signifikan terhadap
kemiskinan;  (2)

variabel
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Judul Penelitian Peneliti Alat Analisis Hasil Penelitian

pengangguran
tidak berpengaruh
terhadap
kemiskinan;  (3)
Variabel
Pertumbuhan
Ekonomi memiliki
pengaruh  negatif
dan signifikan
terhadap
kemiskinan;  (4)
Variabel  Indeks
Pembangunan
Manusia memiliki
pengaruh  negatif
dan signifikan
terhadap

kemiskinan

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada
variabel baru yaitu angaran bantuan sosial dan persen penduduk miskin. Pada
penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan dan membahas
variabel anggaran bantuan sosial dan persen penduduk miskin dengan topik yang sama,
variabel anggaran bantuan sosial dan persen penduduk miskin ini merupakan total dari
seluruh provinsi yang ada di pulau sumatera per tahun. Selain itu, yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode data yang telah
diperbaharui dengan data terbaru sejak tahun 2018 sampai dengan bulan tahun 2022.
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2.6 Kerangka Penelitian

Salah satu aspek yang mempengaruhi persen penduduk miskin ialah Rata-rata Lama
Sekolah. Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna
mendapatkan ke-sempatan memperoleh penghi-dupan yang lebih baik di masa depan
dan turut terlibat dalam proses pembangunan (Ustama, 2009).

[ )

Rata-rata Lama Sekolah

\

N Persen Penduduk
L » Miskin

Anggaran Bantuan Sosial

N\
Tingkat Pengangguran
Terbuka
\_ /

Sumber : Dikembangkan Oleh Peneliti

Gambar 2 .1 : Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian melalui
data yang terkumpul, maka dilakukan uji hipotesis dimana:

a. Diduga Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap Persentase Penduduk
Miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.

b. Diduga Anggaran Bantuan Sosial berpengaruh Positif terhadap Persentase Penduduk
Miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.
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c. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh Positif terhadap Produk
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.

d. Diduga Rata-rata Lama Sekolah, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat
Pengangguran Terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap Persentase penduduk

miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam  mengumpulkan  data, sumber data menjadi hal penting
dalam menentukan teknik pengumpulan data. Ada dua macam sumber
data yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data
sekunder. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah berupa sekunder data panel yang bersumber dari badan

pusat statistik (BPS) dan dinas instansi yang terkait.

Tabel 3.1 Daftar Variabel

Variabel Simbol Satuan Sumber Data
1.  Persentase Penduduk Miskin PM Persen (%) Badan Pusat
Statistik (BPS)
2. Rata-rata Lama Sekolah RLS Tahun Badan Pusat
Statistik (BPS)
3. Anggaran Bantuan Sosial logBS  Milyar DJPK Kemenkeu
4.  Tingkat Pengangguran TPT Persen (%) Badan Pusat
Terbuka Statistik (BPS)

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah deskripsi atau spesifikasi yang jelas dan rinci
tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dioperasionalkan dalam suatu penelitian.
Definisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel tersebut dapat diukur secara
konsisten dan dapat direplikasi oleh peneliti lain, kemudian peneliti dapat menarik
kesimpulan dari informasi yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan dua variabel
yaitu dependent variabel dan independent variabel.
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Dependent Variabel

Dependent variabel pada penelitian ini adalah persentase penduduk Miskin,

persentase penduduk miskin didefinisikan sebagai persentase jumlah penduduk

di suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan

dihitung berdasarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan). Data ini diukur dalam persen (%) dan

diperoleh dari data resmi badan statistik nasional.

Independent Variabel

Dalam penelitian ini Independent Variabel yang digunakan ialah:

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk suatu wilayah yang mana pada kasus ini merupakan penduduk
wilayah pulau sumatera untuk mengikuti pendidikan formal, dari pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi. Variabel ini memberikan gambaran tentang
tingkat pendidikan yang dicapai oleh populasi dan diukur dalam satuan
tahun.

b. Anggaran Bantuan Sosial (BS)
Anggaran bantuan sosial adalah jumlah dana yang dialokasikan oleh
pemerintah untuk berbagai program bantuan sosial seperti bantuan langsung
tunai, subsidi pangan, dan program kesejahteraan lainnya. Variabel ini
mengukur sejauh mana pemerintah berinvestasi dalam mendukung
kesejahteraan sosial warganya dan diukur dalam satuan milyar rupiah.
Transformasi log pada data anggaran bantuan sosial bertujuan untuk
mengatasi distribusi data yang tidak normal, mengurangi variasi ekstrem,
dan menciptakan hubungan yang lebih linear dengan indikator sosial seperti
kemiskinan. Selain itu, transformasi ini menyederhanakan analisis data besar
dan meningkatkan akurasi hasil statistik dengan memenuhi asumsi model
yang diperlukan (Alfath et al., 2025);(Ohyver, 2013).
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c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat pengangguran terbuka merujuk pada persentase penduduk yang
secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dalam
jangka waktu tertentu. Ini mencakup penduduk yang tidak bekerja sama
sekali meskipun mereka mampu dan berusaha mencari pekerjaan. Variabel
ini memberikan gambaran tentang kondisi pasar tenaga kerja dan diukur
dalam satuan persen.
3) Batasan Penelitian
Batasan Penelitian adalah keterbatasan atau hambatan yang diakui oleh peneliti
yang bisa mempengaruhi hasil dan interpretasi penelitian. Batasan ini
menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau
diterapkan pada konteks lain. Batasan penelitian ini mencakup rentang waktu
dari tahun 2011 hingga 2022 dan fokus eksklusif pada provinsi-provinsi di
Sumatera, sehingga hanya berfokus diprovinsi sumatera saja sehingga
generalisasi terhadap wilayah lain di Indonesia mungkin terbatas dalam konteks
sosial-ekonomi, dengan menggunakan pendekatan data sekunder dan analisis
statistik untuk mengidentifikasi pengaruh rata-rata lama sekolah, anggaran
bantuan sosial, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap persentase penduduk

miskin.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode panel
data, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat bantu analisis yaitu
Stata. Data panel adalah kombinasi dari data time series dan cross section (Widardjono,
2018). Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti
data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data cross section merupakan
data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa Provinsi di Indonesia.
Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel penelitian terdiri dari 10
Provinsi di Sumatera (cross section) namun dalam berbagai periode waktu (time

series).
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Data yang seperti inilah yang disebut dengan data panel. Dalam analisis model data

panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari Common Effect, Fixed Effect dan

Random Effect. Data panel memilik beberapa kelebihan dibandingkan menggunakan

data time series ataupun cross section sebagai berikut:

1.

Panel data memiliki heterogenitas yang lebih tinggi. Hal ini karena data tersebut
melibatkan beberapa individu dalam beberapa waktu.

Data panel dapat mengestimasikan karakteristik untuk tiap individu berdasarkan
heterogenitasnya.

Panel data mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi,serta
memiliki tingkat kolinieritas yang rendah, memperbesar derajat kebebasan, dan
lebih efisien.

Panel data cocok untuk studi perubahan dinamis, karena panel data pada dasarnya
adalah data cross section yang diulang-ulang.

Panel data mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat
diobservasi dengan data time series murni atau data cross section murni.

Panel data mampu memelajari model perilaku yang lebih komplek.

Penggunaan data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda

setiap individu dan periode waktu (Widardjono, 2018). Oleh karena itu bergantung

asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope dan error term.

Ada beberapa kemungkinan asumsi yang muncul antara lain:

a.
b.
C.

o

Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu.
Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu.

Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar waktu.

Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar individu.

Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu.
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3.4 Tahap Analisis
3.4.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui kenormalan error term dan variabel
variabel (independen dan dependen variabel), apakah data sudah tersebar secara
normal ataukah belum. Regresi linear normal klasik mengasumsikan bahwa
distribusi probabilitas dari gangguan residual memiliki rata-rata yang diharapkan
sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Metode
yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara
lain Jarque-Bera Test (JB-Test) dan metode grafik. Dalam metode J-B Test, yang
dilakukan adalah menghitung nilai skewness dan kurtosis (Gujarati, 2010).
Hipotesis:
HO : data tersebar normal
Ha : data tidak tersebar normal
Kriteria Pengujian:
HO ditolak dan Ha diterima, jika J-B > Chi-Square
HO diterima dan Ha ditolak, jika J-B < Chi-Square

b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu
variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Besaran nilai sebuah data dapat
sajam dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya (atau data
sebelumnya). Contohnya untuk kasus jenis data time series data saham tahun ini
sangat tergantung dari data saham tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang disebut
dengan autokorelasi. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak
boleh tergejala autokorelasi. Jika tergejala autokorelasi, maka model regresi
menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar
akal sehat. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu uji
Durbin Watson (DW Test), uji Langrage Multiplier (LM Test), uji statistik Q,
dan Run Test.
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Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi
kesamaan varians (homoskedastisitas) yang tidak konstan, yaitu varians error
bernilai sama untuk setiap kombinasi tetap dari X1, X2, ..., Xp. Jika asumsi ini
tidak dipenuhi maka dugaan OLS tidak lagi bersifat BLUE (Best Linear
Unbiased Estimator). Adanya heterokedastisitas ini dapat dinyatakan sebagai
berikut:

E(ei)=062i=12,.n

Untuk uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Metode White
dengan hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

Ha : Nilai Prob < a (0,05) = Terjadi gejala Heteroskedastisitas

HO : Nilai Prob > a (0,05) = Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas

Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2004), multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi
diantara variabel-variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya masalah korelasi yang
sempurna antar variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini
diuji melalui nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kedua
ukuran ini menunjukan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh
variabel bebas lainnya (Ghozali, 2001). Dalam pengertian sederhana, setiap
variabel bebas menjadi variabel terikat dan di regresikan terhadap variabel bebas
lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak
dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/tolerance) dan menunjukan adanya kolinieritas yang tinggi. Menurut Ghozali
(2001), nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,1 atau sama

dengan nilai VIF diatas 10 dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:
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a. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas.

b. Apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 maka disimpulkan terjadi
multikolinearitas diantara variabel bebas.

3.5 Model Penelitian

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Model Regresi Berganda
PMit = o + P1RLSit + B2l10ogABSit + B3TPTit+ p

Dimana:

PMit =Penduduk Miskin (%)

Bo, B, P2P3  =Konstanta

RLSit =Rata-rata Lama sekolah (Tahun)

ABS;t =Angaran Bantuan Sosial (Rupiah)

TPTit =Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
i =error term

3.5.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi menggunakan data panel umumnya menggunakan salah satu dari tiga metode
perhitungan, yaitu metode Pooled Least Square (PLS), metode Fixed Effect (FEM),
dan metode Random Effect (REM). Ketiga metode sangat berbeda satu sama lain,

berikut penjelasan masing - masing metode:

a. Metode Pooled Least Square (PLS)
Estimasi metode PLS merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam pegujian
data panel yaitu hanya mengombinasikan data cross section dan time series.
Pengujian menggunakan OLS biasa dengan tidak memperhatikan dimensi individu
(cross section) dan waktu (time series). Berikut model regresi metode PLS.
Yit = Bo+ BrXLit + P2X2it + &it

Keterangan:
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Bo = Koefisien intersep yang merupakan scalar

B1,p2 = Koefisien slope atau kemiringan

Yit = Variabel terikat untuk individu ke-1 dan waktu ke-t
X1it, X2it = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

b. Metode Fixed Effect (FEM)
Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep antar cross section adalah
berbeda namun slopenya tetap sama. Teknik estimasi data panel dengan metode
FEM menggunakan variabel dummy (variabel boneka) yang memiliki nilai 0 untuk
tidak terdapat pengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh. Fungsi
dummy yaitu untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar cross section.
Permodelan ini lebih dikenal dengan teknik Least Square Dummy Variables
(LSDV). Persamaan LSDV dapat ditulis:

Yit = B0 + BLX1it + B2X2it + P3DL1it + p4D4it +BnDnit +eit

dimana:
B0 = Koefisien intersep yang merupakan scalar
B1,B2 .....pn = Koefisien slope atau kemiringan
Yit = Variabel terikat untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t
X1it, X2it ... Xnit = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
D1, D2...Dn = 1 untuk cross section yang berpengaruh dan 0 untuk cross section
yang tidak berpengaruh.

c. Metode Random Effect (REM)
Metode REM menggunakan pendekatan variabel gangguan (error term) untuk
mengetahui hubungan antar cross section dan time series. Cara ini cenderung
melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Permodelan sebelumnya yaitu
FEM dengan tambahan variabel dummy dapat mengurangi banyaknya degree of
freedom yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Sehingga
metode REM hadir dengan menyempurnakan model FEM. Pembentukan model
REM sebagai berikut: Yit = 0 + B1X1it + B2X2it + pit Dengan memperlakukan

BO sebagai fixed, kita mengasumsikan bahwa konstanta adalah variabel acak
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dengan nilai rata-rata 3. Dan nilai konstanta untuk masingmasing unit cross-section
dapat dituliskan sebagai: B0 i =+ €ii = 1, 2, ..., N dimana ¢i adalah random error
term dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi adalah B0 2¢ (konstan). Secara
esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua individu yang masuk ke dalam
sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan mereka memiliki nilai rata-rata
yang sama untuk intercept (B0) dan perbedaan individual dalam nilai intercept
setiap individu akan direfleksikan dalam error term (ui).

Dengan demikian persamaan REM awal dapat dituliskan kembali menjadi:

Yit = B0i + OX1Lit + BOX2it + gi+ pit

Yit = B0i + pOX1it + BOX2it + wit

dimana:

wit = gi + pit

Error term kini adalah wit yang terdiri dari €i dan pit. i adalah cross section

(random) error component, sedangkan pit adalah combined error component.

Untuk alasan inilah, REM sering juga disebut error components model (ECM).

Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara fixed

effect atau random effect adalah (Gujarati & Porter, 2008).

e Bila T (banyaknya unit time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross
section) kecil, maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda,
sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu fixed
effect model.

e Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda
jauh. Apabila diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian
diambil secara acak, maka random effect harus digunakan. Sebaliknya apabila
diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian tidak diambil
secara acak, maka harus menggunakan fixed effect.

e Apabila komponen error individual (i) berkolerasi dengan variabel bebas X,
maka parameter yang diperoleh dengan random effect akan bias sementara
parameter yang diperoleh dengan fixed effect tidak bias.
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e Apabila N besar dan T kecil, kemudian apabila asumsi yang mendasari random
effect dapat terpenuhi, maka random effect lebih efisien dibandingkan fixed

effect.

d. Pemilihan Metode Regresi Data Panel
Estimasi data panel yang terdiri dari 3 macam metode yaitu Common Effect (PLS),
Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Tentu dalam pengujian diharuskan
memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat dua cara pengujian yang umum
digunakan yaitu uji Chow dan uji Hausman.
1) Uji Chow
Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model
pendekatan yang paling baik antara common effect dan fixed effect dengan
melihat nilai distribusi F statistik. Apabila nilai probabilitas distribusi F statistik
lebih dari nilai tingkat signifikasi yang ditentukan maka model yang digunakan
adalah common effect dan jika nilai probabilitas distribusi F statistik kurang dari
tingkat signifikasi maka model yang yang digunakan adalah fixed effect
approach (Widarjono, 2018).
Adapun hipotesis dari pengujian ini restricted F-Test yaitu:
HO : Model PLS (restricted)
Ha : Fixed Effect Model (unrestricted)
2) Uji Hausman
Pengujian Hausman untuk memilih model FEM atau REM dalam estimasi data
panel. Hipotesis yang digunakan yaitu:
HO : Random Effect Model
Ha : Fixed Effect Model
Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of
freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel bebas. Jika menolak
hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya

maka model yang tepat adalah model fixed effect sedangkan sebaliknya ketika
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gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari
nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect

3) Uji Lagrange Multiplier (LM)
Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang
digunakan common effect atau random effect.66 Pengujian ini dilakukan
dengan hipotesis sebagai berikut:
HO : Model common effect
H1 : Model random effect
Uji LM ini didasarkan pada probability Breusch-Pagan, jika nilai probability
Breusch-Pagan kurang dari nilai alpha maka Ho ditolak yang berarti estimasi

yang tepat untuk regresi data panel adalah model random effect dan sebaliknya.

3.6 Pengujian Hipotesis Statistik

Menurut Gujarati (2010), parameter-paremeter yang akan diestimasi dapat dilihat
berdasarkan penilaian statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara

individual (Uji - t), uji signifikansi parameter secara serempak (Uji — F) pada a. =5%.

a. Uji Parsial (Uji-t)
Uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel
bebas terhadap variabel terikat pada 0=5% dengan asumsi variabel lain dianggap
tetap. Dalam hal ini akan membandingkan nilai antara t-hitung dengan t-tabel.
e Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka HO ditolak dan menerima Ha, yang
berarti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
e Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka HO diterima dan menolak Ha, yang

berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah:
Rata-rata Lama Sekolah
HO : B. = 0 Nilai Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh terhadap Persen

Penduduk Miskin pada Provinsi di Sumatera.
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Ha : B1 < 0 Nilai Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Persen Penduduk
Miskin pada provinsi di Sumatera.
Anggaran Bantuan Sosial
HO : B2 = 0 Nilai Anggaran Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap Persen
Penduduk Miskin pada Provinsi di Sumatera.
Ha : B2 < 0 Nilai Anggaran Bantuan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Persen Penduduk Miskin pada provinsi di Sumatera.
Tingkat Penganguran Terbuka
HO : B1 = 0 Nilai Tingkat Penganguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Persen
Penduduk Miskin pada Provinsi Sumatera.
Ha : B1 < 0 Nilai Tingkat Penganguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap
Persen Penduduk Miskin pada Provinsi di Sumatera.
Uji F Statistik
Pengujian secara menyeluruh dilakukan melalui uji statistik f (uji signifikansi
simultan). Uji F digunakan untuk uji signifikansi model. Uji F bisa dijelaskan
dengan menggunakan analisis varian (analysis of variance = ANOVA). Untuk
menguji apakah koefisien regresi f1, B2, dan B3 secara bersama-sama atau secara
menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen pada o =5%, prosedur uji F
dapat dijelaskan sebagai berikut:
e Membuat hipotesis nol (HO) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:
HO: Bl =p2=p3 =.... =Bk =0 (Lama Pendidikan, Anggaran Bantuan Sosial,
dan Tingkat Pengangguran Terbuka bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
neraca transaksi berjalan pada Provinsi di Sumatera).
Ha : Bl # B2 # B3 # ..... = Bk # 0 dimana k 1,2,3, , k (Lama Pendidikan,
Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-
sama berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan pada Provinsi di
Sumatera).
¢ Membandingkan F-hitung
Jika F-hitung > F-tabel, maka HO ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel

bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
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Jika F-hitung < F-tabel, maka HO diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel
bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
Koefisien Determinasi (R?)
Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk melihat seberapa baik garis regresi
cocok dengan datanya atau atau mengukur persentase total variasi Y yang
dijelaskan oleh garis regresi dengan menggunakan konsep koefisien determinasi
(R?). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai 1. Semakin angkanya
mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data
aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang
kurang baik. R2 merupakan koefisien determinasi yang tidak disesuaikan. Maka
selanjutnya dilihat koefisien determinasi yang disesuaikan. Dalam hal ini disebut
adjusted R.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persentase penduduk
miskin di provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022 dengan rata-rata lama sekolah,
anggaran bantuan sosial, dan tingkat pengangguran terbuka, serta mengidentifikasi
pentingnya pendidikan dalam mengontrol peningkatan dan penurunan persentase
penduduk miskin. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan Random
Effect Model, ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang
signifikan dan negatif terhadap persentase penduduk miskin, menunjukkan bahwa
semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin rendah persentase penduduk miskin.
Anggaran bantuan sosial, di sisi lain, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
persentase penduduk miskin, mengindikasikan bahwa perlu adanya komponen
tambahan agar anggaran bantuan sosial dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan.
Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap
persentase penduduk miskin, artinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan
meningkatkan persentase penduduk miskin. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan
dapat menekan tingkat pengangguran terbuka dan secara efektif mengurangi

kemiskinan di provinsi se-Sumatera.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan
pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Pemerintah daerah di Sumatera
perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan
masyarakat. Program pendidikan gratis atau bersubsidi, serta beasiswa bagi

pelajar dari keluarga kurang mampu, dapat menjadi langkah efektif. Fokus pada
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pendidikan keterampilan dan vokasi juga dapat membantu meningkatkan
peluang kerja bagi lulusan.

2. Optimalisasi Anggaran Bantuan Sosial: Anggaran bantuan sosial harus dikelola
secara transparan dan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan
sosial tepat sasaran dan dapat diakses oleh penduduk yang benar-benar
membutuhkan. Selain itu, perlu ada evaluasi dan monitoring yang ketat
terhadap program bantuan sosial untuk memastikan dampaknya dalam
pengurangan kemiskinan.

3. Peningkatan Kesempatan Kerja: Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja
sama untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor-sektor
yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Program pelatihan kerja dan
pemberdayaan ekonomi juga harus diperluas untuk meningkatkan keterampilan
kerja penduduk, terutama bagi mereka yang menganggur atau bekerja di sektor

informal.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan persentase penduduk miskin di
provinsi-provinsi di Sumatera dapat berkurang secara signifikan dalam beberapa

tahun ke depan.
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